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BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/1/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

O

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran
tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi
Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk
Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemernntah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang
kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan
Bendahara Pengeluaran,;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rq'_mbm;;
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cnt;‘;i‘.\.g Penet xp;;:.’\

)2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad;
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pemenksaan  Pengelolaan dan  Tanggungawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

tentang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)

secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6966);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Mentern Dalam Negeri1 Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemernntahan Berbasis Akrual Pada Pemenntah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodeflikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemernntahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana
welah dmubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubehan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daesrah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2023 Nomor 6),

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

I T L T rea——




Menetapkan

KESATU

KEDUA

'Y i Y, - . . . P 'T- .
(Lembaren Daerah Kabupaten Lima Pulun Kota Tahun

022 Nomow 2j;

12. Peraturan Deerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
Y Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembarall
Deereh Kabupaten Lima Puluh RKota Tahun 2025

Nomor 2);
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  BUPATI  TENTANG  PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA

Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
setu kesatuan vang utuh dengan keputusan in.

Bendshara Pengelusran sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU memiliki tugas sebagai berikut

a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran Perangkat Daerah Yyang menjadl
tanggungjawabnye,;

b. Mempertanggungawabkan penggunaan Uang
Persedian (UP) Gantd Uang (GU), Tambahan Uang (TU)
persedian kepada Kepala Perangkat Deerah melalul
Peicba: Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat
ranggal 10 bulan berikutnya; dan

¢c. Berndaharaswan Pengeluaran sebagai wajib pungut
pajak penghesilan (PPh) dan wajib pungut pajak
ainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimean
potongan paiek vang dipungutnya ke Rekening Kas
Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menter]
Keusngen sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam
iangke waktu sesuai dengan Kketentuan peraturan
Perundang-undangan.

KETIGA :«a::s_:e:a. Pengeluaran  bertanggung jawab  atas
pelaksanaan tugesnya kepada Pengguna Anggaran.
KEEMPAT . Keguarusen gpet ini mulai berlaku pada tanggal

o4 ) |
‘:‘.P‘ - -
-

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 1 Januari 2026

PULUH KOTA,
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